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Diye}'semﬁaﬁﬁan dengan rasa cinta
untuk mengenang kedua orang tuakn,
B. Abdurrachman dan Zahara,

Ibu, yang dengan segala keterbatasanniya
telah imemberikan yang terbaik
yang dapat diberikan seorang Ibu,
dalam kondisi tidak berdaya Karena sakit.
Bapak, yang telah mengajarkan arti
kemandirian dan kerja keras
untuk scbuah keberhasilan
yang tidak sempat beliau rasakan

Kini, ku persembahkan untuk menjadi
kebanggaan anak-anakku,
dengan Kasih yang tiada bandingannya
dan harapan agar dapat menjadi

dorongan weraift keberhasifan kelak




Kata Péngantar

Dengan merendahkan diri dihadapan Allah SWT, penulis
mengucapkan syukur vyang tidak terhingga karena hanya dengan
KaruniaNYa, pénulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan
penulisan tesis ini walaupun dalam waktu yang cukup panjang.

Pada awal penelitian, terasa sulit menerobos proses
penyidikan secara langsung apalagi ketika diketahui fokus
penelitian ini menyangkut kekerasan oleh polisi sehingga
akhirnya penulis merubah judui dalam surat permchonan untuk
meneliti di Polres Slawi dan Polresta Tegal menjadi ”Upaya
Profesionalisme Polisi Dalam Penyidikan”. Perubahan 1ini
membawa keberkahan karena sejak itu penulis lebih mudah
menemui polisi penyidik dan tersangka yang sedang diperiksa,
ditahan maupun mendapatkan data sekunder.

Kesulitan lain timbul karena sebagian besar tersangka
khsususnya mereka vyang sedang disidik, tidak leluasa
memberikan'keterangan karena takut akan membawa dampak bagi
meréka. Disisi lain mereka vyang pernah mengalami kekerasan

tidak pernah melaporkan kejadian yang mereka alami apalagi

untuk mendapatkan visum. Dengan demikian kekerasan yang

terjadi merupakan kasus yang tidak pernah diselesaikan.

Penulis menyadari penulisan tesis ini tidak akan
selesal tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak
knususnya suami dan anak-anak, yang secara langsung maupun
tidak langsung terlibat dalam pecarian dan pengumpulan data
serta penulisan;

Untuk itulah penulis menghaturkan rasa penghargaan dan

terima kasih vang sedalam—dalamnya kegada:

Prof. Barda Nawawi Arief, Ketua Program Magister Ilmu
Hukum UNDIP vyang telah memberikan kesempatan belajar dan
memperoleh beasiswa BPPS.

Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang telah memberil

ijin untuk melanjutkan pendidikan.




Segenap Dosen Pengampt program Magister TIlmu Hukum
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artinya, juga seluruh staf adminstrasi yang telah memberikan
pelayanan selama penulis mengikuti kuliah.

Prof.DR.I.S.Susanto, SH beserta keluarga yang telah
berkenan menerima penulis dan dengan sabar serta dorongan
vang tidak hentinya membimbing penulis untuk menyelesaikan
fesis ini.

Kapolres, Kasat Serse di Polres Slawi dan Polresta
Tegal, atas kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

Dekan Fak.Hukum beserta rekan-rekan dosen yang telah
memberikan bantuan materil dan moril.

Keluarga besar Abdurrachman di Tanjung Pinang, Batam
dan Tanjung Batu, keluarga Bapak Slamet Pramonc di Salatiga,
keluarga Bapak Soenardi di Semarang.
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Semoga sSegala kebaikan, bantuan dan kerjasama vyang telah
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- Hamidah Abdurrachman -




Ringkasan

Diantara pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi paling menarik. Polisi pada
hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan Polisi hukum
mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Sebagat salah satu
komponen sistem peradilan pidana, Polisi banyak berhubungan langsung dengan
masyarakat dalam tugasnya sebagai Law Enforcer maupun sebagai Crime Fighter.

Secara umum orang melihat Polisi merupakan perwujudan dari monopoll negara
untuk melakukan kekerasan, suatu hal yang dapat dilihat dengan mudah dari sosok
penampilan polisi dengan seragam dan perlengkapannya. Apalagi dalam melaksanakan
tugas penyidikan, kekerasan dianggap sebagai metode yang efektif dalam menyidik apalagi
kalau hal tersebut didukung oleh tuntutan untuk menyelesaikan perkara tepat waktu,
kurangnya biaya dan prasarana penyidikan, kekerasan dipakai sebagai mekanisme jalan
pintas. Kecenderungan untuk lebih mengejar pengakuan bersalah dari pada kebenaran yang
hakiki menyebabkan polisi berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkannya.

KUHAP tidak meletakkan kewajiban yang tegas tentang pemberitahuan hak-hak
tersangka ketika mereka ditangkap, ditahan; dalam hal ini Miranda Rules merupakan
pelajaran bagi aparat penegak hukum karena kelalaiannya mengucapkan hak tersangka
membawa konsekuensi pembebasan ditingkat Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Di dunia Internasional sendiri, keprihatinan akan maraknya kekerasan yang terjadi
khususnya dalam penegakan hukum, sudah dimulai sejak disahkannya Declaration of
Human Right, tahun 1948 yang kemudian dilanjutkan dalam perjanjian Intemasional
tentang Hak Sipil dan Politik, dan Convention Agains Torfure and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, yang meletakkan kewajiban menegakkan HAM
sebagal Isga Omnes. _ '

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian mni adalah:

1. Bentuk kekerasan yang dijumpai adalah kekerasan fisik baik dengan anggota badan
maupun dengan menggunakan alat seperti kayu, rotan atau alat penthungan dari karet,
membenamkan kepala kedalam air, dan ditembak; kekerasan psikis seperti telanjang dalam
ruang tahanan, diancam akan dibunuh dengan todongan pistol yang ditempelkan pada
kepalanya, tersangka diperiksa pada tengah malam.

2. Usaha untuk memenuhi target "Clearance rate” mempunyai pengaruh yang dominan terhadap
perilaku polisi mengingat tujuan target Clearance rafe merupakan tujuan yang paling dekat
dengan tujuan lembaga polisi dalam sistem peradilan pidana, yaitu meyelesaikan Kasus
kejahatan atau tindak pidana dengan cara seefisien mungkin. Faktor lainnya adalah
hubungan antara polisi dengan tersangka juga tekanan masyarakat agar Polisi serta merta
dapat menanggulangi kejahatan tanpa memperhitungkan kendala yang ada baik menyangkut
personil, sarana maupun kemampuan polist itu sendir. . :

3. Upaya petlindungan HAM terhadap tindakan kekerasan dalam penyidikan dapat ditempuh
antara lain dengan :

a. Pasca era polisi mandiri harus segera melakukan perubahan baik kualitas, kultural
maupun menejerial, menuju sosok polisi vang civilian dan profesional.

b. Meningkatkan profesionalisme penyidik melalui peningkatan pendidikan formal
maupun informal, kesempatan menambah dan mengembangkan wawasan serfa ilmu
pengetahuan. Disamping itu juga dukungan dana, sarana prasarana yang memadai
dalam menunjang pelaksanaan tugas penyidikan serta kesejahteraan.

¢. Meningkatkan peran penasihat hukum sejak awal kontak dengan polisi.




Abstract

Among law enforcement works, police is the most interesting job. Police, essentially
can be seen as a live — law, because in police’s hand the law gets its realization, at least in
criminal law. As one component of the criminal justice system, police makes straight
contact with society in its duty both as law enforces and as crime fighter.

Generally, people see police as realization of state monopoly to conduct violence, a
matter that can be easily seen throught police’s appearance with its uniform and equipment.
Morever, in investigation process, violence is considered as the most effective method for
investigating, furthermore if that matter is pushed by obligation to finish law suit on time,
the lack of infrastructure and cost for investigation violence is use as mechanism of
short — cut. Tendency to pursue plead — guilty instead of principal justice causes police
justifies the means to get througt with it.

Criminal Procedural Law does not place severe obligation about acknowledgement
of suspect tights when they are arrested or detained. In this case, Miranda Rules was a
lesson for the law officer, cause the negligence to mention suspect’s right brought the
consequence of liberation in the United State Supreme Court.

In the whole world itself, the concern for violence progress that happened especially
in law enforcement, already started since the legalization of Declaration of Human Right in
1948, which is continued afterward in international agreement in Civil Right and Politics,
and Convention Against Torture and Other Cruel, Inbuman or Degrading Treatment or
Punishment, which place obligation enforcing human right as Ega Omnes.

The summary that can be gained from this research are: : :

1. Form of violence that found are phisical violence with either organ or tools like stick,
rattan, or plastic club; drowning head into water and get fired/shooted; psyche violence
like get naked in prison cell, get threatened to be kill with a gun hold-up stuck on head,
suspect get investigated in the whole of night. o

2 Effort to meet Clearence Rate target has dominant influence, considering that clearence
rate target is the closest aim of police institution’s purpose in criminal justice system,
which is to finish crime case or criminal act by the most efficient way. Another factor 1$
relation between police and suspect, also mass pressure so that can solve crime
immediately without estimating abstracle that exist either is related with personal,

. structure or police’s own capabiliy. '

3. Protection effort of human right against violence act in investigation can be conducted
such as follow:

a. Independent Police post era has to make changes immediately either in quality,
cultural or managerial, to go toward as civilian and professional police officer.

b. Improve the investigator’s professionalism througt improvement of formal and
informal education, chance to add and develop insight along with knowledge.

¢. Tmprove lawyer’s participation since the first contack with police.
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BAB1
PENDAHULUAN

'A. Latar Belakang Masalah

Diantara sekian banyak aspek kehidupan yang paling
menonjol dan harus dihadapi negara bangsa (nation-state)
pada saat ini adalah isﬁ tentang hak asasl manusia,
terutama mengarah pada tingkatan Xkomitmen negara-negara
bangsa dalam mengimplemen-tasikan hak-hak dasar menusla
dalam kehidupan sosial ©politik negara bangsa yang
bersangkutan.

Komitmen tersebut paling tidak terlihat dari aspek-
aspek kebijakan pemerintah yang terwujud dalam pranafaw
pranata kemasyarakatan, baik pranata hukum (Konstitusi
beserta pénjabarannya daiam perundang-undangan nasional)
maupun pranata = pranata kelembagaan pendukungnya
termasuk dalam heal iﬁi adalah mekanisme Dbekerjanya
pranata-pranata tersebut dalam  mewujudkan tuntutan

perlindungan HAM di dalam kehidupan sosial politik mnegara




yang bersangkutan, sesuail dengan kesepakatan yang
tertuang dalam instrumen-instrumen Internasional®.

Isu perlindungan HAM tersebut kemudian berkembang
menjadl  tuntutan yang lebih kuat dari masyarakat
menyangkut pelbagai kepentingan yang mereka miliki, yang
sangat berkaitan dengan masalah kultural, sosial, politik
dan ekonomi, disamping masalah perubzhan masyarakat itu
sendiri. Tuntutan terhadap perubahan bukan saja menunjuk-
kan adanya dinamika, tetapi menggambarkan keinginan untuk
memperbaiki kualitas hidup manusia, dengan menciptakan
kondisi vyang kondusif bagl masyarakat. Adalah menjadi
kewajiban pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan
tersebut, dalam berbagal kebijakan yang mampu mendorong
terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih responsif?.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini secara
khusus sangat berkaitan dengan perlindungan HAM, yang
mendapat sorotan tidak saja di tingkat nasional Juga
masyarakat internasional, vaitu ©penggunaan kekerasan

dengan segala bentuknya dalam proses penegakan hukum.

' Muladi, 1997.__HAM, Politik dan_Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, hal: viii )

* 1.S.Susanto, 1996: Penegakan Hukum di Indonesia, Artikel pada Harian Suara Merdeka 5
Apnil,




Beberapa kasus penculikan aktivis sebuah organisasi, vyang
dilanjutkan dengan proses penahanan yang sangat diwarnai
cleh Dberbagai ©bentuk kekerasan fisik maupun mental,
disertai perlakuan yang tidak manusiawi lainnya, sangat
memprihatinkan banyak pihak.

Kasus kematian Tjetje Tadjudin dalam tahanan polisi
di Bogor; Andi Prabowo di Jakarta, Iwik dalam kasus
kematian wartawan di Yogyakarta misalnya, menunjukkan
praktek adanya kekerasan yang digunakan oleh polisi dalam
prroses penyidikan. Bahkan sebelumnya Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indcnesia di Jakarta telah menerbitkan buku
vang berjudul Remang-remang Indonesia, berisi laporan
pelanggaran HAM tahun 1986-1987, tentang kesewenangan
aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan
penahanan pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus Pak
De alias Mohmammad Siradjudin, 6 anak pengecer koran oleh
Polsek Mampang Jakarta Selatan. Kasus lainnya adalah
terbunuhnya Marsinah, vyang pelakunya sampai saat ini
belum “uga teungkap, proses penanganan mereka yang
dituduh melakukan pembunuhan terhadap buruh wanita

tersebut, sangat sarat kekerasan.




Fenomena vang terjadi tersebut menimbul kan
pa2rtanyaan bagaimana sebenarnya perlindungan HAM dalam
proses penegakan hukum khususnya penyidikan.

Pada dasarnya penegakan hukum (pidana) merupakan
bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, yang
mempunyail tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian
penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik
kriminal, pada hakekatnya Jjuga merupakan bagian integral
dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat®.

Sebagai bagian vang tak terpisahkan dari kese-
luruhan kebijakan untuk mencapai ftujuan kesejahteraan
masyarakat, maka usaha penanggulangan kejahatan termasuk
usaha penegakan hukum pidana merupakan bagian integeral
dari rencana pembangunan nasional”.

Apabila dilihat sebagai suatu proses Kkebijakan,
penegakan hukum  pidana pada hakekatnya merupakan

penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

* Sudarto, 1986: Hukum dan Hukum Pidana, Alummi, Bandung , hal 113

* Barda Nawawi Arief, 1996: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditva Bakti,
Bandung hal 28.

* Muladi, 1993: Kapita Selekta SPP, Badan Penerbit UNDIP, Semarang , hal.9




1.Tahap formulasi, vaitu tahap penegakan huokum in
abstracto, oleh badan pembuat undang-undang (kebijakan
legislatif).
2.Tahap aplikasi, vyaitu tahap penerapan hukum pidana oleh
aparat penegak hukum, mulai kepolisian sampai
pengadilan {tahap yudikatif)}.
3.Tahap eksekusi, vyaitu tahap pelaksanaan hukum pidana
secara konkret oleh aparat pelaksana pidana (tahap
eksekutif)®.
Ketiga tahap itu, harus dilihat sebagal usaha atau

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai

.~ tujuan tertentu, Jjelas merupakan suatu Jjalinan mata

rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan
(pembangunan) nasional. Jadi tegasnya kebijakan pemba-
ngunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tehap
kebijakan hukum pidana tersebut. Hal ini merupakan makna
dan konsekiensi dari pernyataan bahwa penegakan hukum

pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial,

¢ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan limu Hukum Pidana (Menyongsong, Generas
Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Gurr Besar pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal 18,




yang sesungguhnya tersimpul didalamnya pengertian sosial
enginering by criminal law.

Konsekuensi demikian menuntut kemampuan yang lebih
atau kemampuan plus dari setiap aparat pénegék hukum
pidana, tidak hanya kemampuan di bidang yuridis, tetapi
juga kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai
dibidang kebijakan pembangunan yang menyeluruh, untuk
mencapai berhasilnya pemabngunan masyarakat dengan hukum
pidana, apalagl karena pembangunan mengandung berbagai

dimensi sehingga sangat diperlukan peningkatan berbagai

~ pengetahuan yang bersifat multi disiplin’.

Walaupun  penegakan hukum pidana dalam rangka
penanggulangan kejahétan ‘bukan satu-satunya tumpuan
harapan, namun keberhasilannya sangaf diharapkan karena
pada bidang inilah dipertaruhkan makna “Indonesia adalah
negara berdasarkan atas hukum” ,

Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum moderen,
dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan
struktur yang rbirokratis, dikenal dengan istilah

administrasi peradilan pidana, yang mempunyal ciri adanya

” Muladi, 1995: Op-Cithal 4
¥ Muladi, 1995; Op-Cit hal 7




badan-badan atau lembaga vyang terlibat secara bersama-
sama didalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda.
Bagi Satjipto Rahardijo, adanya masing-masing lembaga
renegak hukum vyang berbeda fungs;, dalam pelaksanaanya
memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang
sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses
pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan
kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber
dava lembaga melalui orang, teknik dan informasi vyang
dijalankan dalam kerapgka struktur organisasi®.
Birokratisasi sendiri merupakan ciri khas dalam
penegakan hukum modérn, éehingga— diciptakanlah
diferensiasi kedalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas-
tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum.
Setiap lingkup pekerjaan yang tersusun didalam organisasi
bekerja sesuai dencgan tujuan yang ditetapkan, dalam hukum
positip untuk menentukan hubungan éatu orga-nisasi dengan
lainnya. Haluan-haluan dijalankan atas dasaf aturan yang
dirumuskan dengan sengaja, kepolisién misalnya diberi

wewenang menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun

? Satjipto Rahardjo, 1983: Keadaan dan permasalahan Penegakan Hukum Dewasa ini,
Majalah Masalah-masalah Hukum , UNDIP, No.4 Tahun X1l, hal 16




untuk mempersiapkan pemeriksaan. di muka pengadilan.
Secara teoritik,. birokrasi ini meniadakan favoritisme
pribadi dan hak-hak subyektif sifatnya'®.

Keberadaan birokrasi ini oleh M Blau dan Marshall W
Mever dikatakan sebagai alat yang efektif untuk membantu
kelompok-kelompok kuat mendeminasi kelompok vang lain,
disamping birokrasi Jjuga merupakan alat kekuasaan yang
utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birckrasi'®.

Ciri yvang menonjol dalam sistem administrasi
peradilan pidana adalah adanya bada;/lembaga yang
terlibat seperti: Kepolisian, - Kejaksaan, Pengadilan
Negeri dan Lembaga Eksekusi {(di luar kaﬁasan ini,
mengingat peranannya semakin besar, penasehat hukum dapat
dimasukan sebagai quasi sub sistem), sehingga pengelolaan
vang seksama sangat dibutuhkan.

Pengorganisasian fungsi. penegak hukumn pidana
dipandang sangat penting karena:

.......... penegakan hukum pidana pada hakekatnya

interdepence (unsurnya interaksi, interkoneksi dan

interdependensi) antar adresat hukum, yakni para
penegak hukum dan masyarakat disamping Zfaktor

" Socrjono Sockanto, 1988: Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta,
hal 13,

" Peter M Blau & Marshal W Meyer, 1996, Birokrasi dalam Masvarakat Modem, Ul Press,
Jakarta, hal.32-33.




hukumnya sendiri dan sarana penunjangnya. Dalam hal

ini ruang lingkup penegakan hukum harus dilihat

secara luas yang mencakup baik onrecht in actu
maupun onrecht in potentie, mencakup tindakan
kuratif, represif dan kuratif.?®*

Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu
sistem, sub sistem dan inter sub sistem, vyang dalam
kenyataannya‘ susunan tersebut senantiasa berproses.
Dengan demikian tujuan penegakan hukum, tidak hanya
mencakup law enforcement tetapi Jjuga peace maintenance.
Hal ini disebabkan hakekat penegakan hukum merupakan
proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan
pola prilaku nyata vang bertujuan untuk mencapail
kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum
adalah mencapai keadilan'’.

Penegakan hukum pidana secara birokratis dilakukan
melalui Sistem Peradilan Pidana vyang merupakan suatu
jaringan (network) ©peradilan yang menggunakan hukum
pidana sebagail sarana utama baik hukum pidana materil,
formil maupun hukum pelaksanaan pidana, yang dianggap

merupakan sistem vyang unik karena memproduksi segala

sesuatu yang sifatnya unwelfare dalam skala yang besar,

° Muladi, 1988:_Penepakan Hukum. dan Kcadilan melalni Upava Peraturan Hukum,
Makalah Seminar Pencgakan Hukum dan Masalahnya, Unissula, Semarang , hal.2.
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guna mencapai tujuan yang sifatnya welfare. Seperti yang
dikatekan Hulsman tujuan sistem peradilan pidana vyang
positip berupa rasiocnalisasi terpidana justru berakibat
condition of unwelfare berupa penderitaan®', sehingga
harus dilihat sebagai sesuatu yang probably system, yang
hasilnya secara pasti tidak dapat diduga.

Diantara pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi
adalah yang paling menarik. Polisi pada hakekatnya dapat
dilihat sebagali hukum vang hidup'®, karena ditangan Polisi
itulah hukum mengalami perwujudannva, setidak-tidaknya di
bidang hukum pidana. Sebagai salah satu birokrasi dalam
sistem peradilan pidana, Polisi banyak berhubungan
langsung dengan masyarakat dan menanggung risiko mendapat

sorotan tajam dari masyarakat yang dilayaninya’®.

*? Ibid, hai.{.

"* Muladi, 1995: Op-cit, hal 15.

' pckerjaan Polisi demikian ini merupakan penegakan hukum in optima forma. Mclalul
Polisi janji dan twjuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi
kenyataan (Satjipto Rahardjo, Masalah Pencgakan Hukum . BPHN . hal 96).

16 polisi mempunyai scjarah vang -cukup panjang dan tidak bisa dilepaskan dari scjarah
masvarakatnya sendiri. Kalau ketertiban dan keteraturan merupakan syarat utama untuk
memperiahankan kelangsungan hidup suaty masyarakat . maka pekerjaan Polisi sebetulnya
sudah melekat saja pada svarat tersebut. Dimanapun juga masyvarakat harus
mengalokasikan sebagaian sumber dayanya untuk mempertahankan ketertiban terscbut.
Semakin kompleks suatn masyarakat semakin teratur dan terstruktur pula jadinya Polisi
sehingga sebuah sumber mengemukakan bahwa Polisi yang dikenal sekarang merupakan
ciptaan dari masyarakat Inggeris pada kuartal kedua abad ke 19 (Bitiner, 1980:15) dalam
Satjipto Rahardjo, Ibid.
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Secara tajam seorang penulis merekam pekerjaan

Polisi dimata masyarakat sebagai suatu “tainted

occupation”!’,

sebuah stigma vang ambivalen. Pclisi
bertugas untuk melawan kejahatan dalam pelaksanaannya
dilengkapi dengan kekuasaan untuk melakukan kekerasan,
yang nantinya turut memperkuat tumbuhnya stigma. Bahkan
karena kemampuan dan kewenangan untuk menggunakan
kekerasan itu maka dapun tampil sebagai tokoh yang
misterius. Kata Bhayangkara vang selalu menyertail Polisi
Indonesiz berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti
“menakutkan”®.

Apalagi kalau Polisi dikaitkan dengan Hak Asasi
Manusia, mengantarkan pada masalah yang menyakitkan'®
karena ditemukan istilah~istiiah seperti: policy
brutality, victim of abuse power, crimes of government,
police violence. Dari istilah yang muncul konotasi

negatif tanpa melihat kemungkinan terjadinya “police

malpractice” atau “police misconduct”*® tersebut hanya

7 Satjipto Rahardjo, Op Cit . hal 95.

¥ M Karyadi, 1978: Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya). Politeia, Bogor, hal 69.
Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, Ibid.

' Muladi, 1997: Loc-Cit, hal 39.

* Dikatakan malpraktek atau misconduct, karena ketika Polri mengkampanyekan untuk
untuk professional pasti ada standard of profession yang berlaku. Setiap penugasan yang
sah {duty) dilakukan dibawah standar profesi (substandar) dan menimbulkan korban atau
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merupakan akibat saja dari suatu situasi (the violence is

the result of particular encounters between the police

and citizens).

Secara umum orang melihat Polisi merupakan perwu-
judan dari monopoli negara untuk melakukan kekerasan®',
hal mana dapat dilihat dengan mudah dari sosok penampilan
polisi dalam masyarakat vang mencerminkan kekerasan.

Peranan Polisi sebagai penegak hukum dapat dlihat di
dalam Undang.—undang Kepolisian No.28 tahun 1997 dalam

pasal 2 dan 3, berbunyi:

Kepolisian Negara Republik indonesia bertujuan untuk
menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya
ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan
ketertiban masvarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi
pertahanan keamanan negara, tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerin-
tahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan
dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masya-
rakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya
hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

kerugian pada orang lain (domage) alas dasar pembukiian hubungan sebab akibat
(causation) yang akurat akan menimbulkan masalah malprakiek polisi. Bentuk malprakiek
dapat berupa pelanggaran prosedur vang berlaku (violations of police procedures),
pelanggaran norma-norma hukum pidana (violations of criminal law} dan secara ekstrim
dapat berupa penggunaan kekerasan vang bersifat melawan hukum (illegal use of force),
{Muladi, ibid.).

' M Karyadi, 1976; Polisi (Status. Tugas. Kewajiban. Wewenang), Politcia, Bogor, hal 23
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Sebelumnya menurut Undang-undang No.20 Tahun 1982 yo
UJ No. 1 Tahun 1988, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara RI, POLRI merupakan Dbagian
dari ABRI. Meskipun ada kesamaan tugas dengan unsur ABRT
lainnya, yakni sebagai kekuatan pertahanan keamanan
negara dan kekuatan sosial, polisi memiliki tugas lainnya
yaitu meningkatkan tertib hukum dan memberikan
perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam UU Nc.28 Tahun 19%7, tugas dan
wewenang POLRI tampaknya lebih mengarah pada
menyelenggarakan- ketertiban hukum, pelayanan dan
perlindungan pada. warga - masyarakat negara khususnya
dibidang- penegakan’ hukumrr yaitu penyelidikan  serta
penyidikan kejahatan.

Melihat tugas—-tugas Polisi tersebut mandat yang
diberikan kepada polisi dapat dikategorikan dalam dua
bagian. Pertama, bertujuan untuk mencegah dan menyidik
kejahatan, dalam hal ini polisi tampil dalam wajah
penegak hukum; kedua délam tugas memelihara keteraturan
dan ketertiban masvarakat. Wajah polisi vyang tampil
disini adalah pengayom, yang memberikan perlindungan dan

pelayanan pada masyarakat.
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Tugas-tugas polisi inilah vyang selalu digambarkan
sebagal Law enforcer dan Crime fighter.

Sebagali crime fighter, pelisi  harus mengambil
tindakan térhadap violent and serious crimes secara
proaktif ({proactive crime fighter), sehingga pekerjaan
polisi dalam posisi ini dapat diibaratkan seperti
“mempergunakan api untuk memadamkan kebakaran” karena
polisi sering “harus” memakai kekerasan??.

Secara khusus, dalam tugas penyidikan yang merupakan
salah satu faset vyang paling menentukan dalam sistem
peradilan pidana, sangat dituntut keberhatian dan
ketelitian dan dedikasi yang tiﬁggi dari polisi penyidik
yang menyandang beban untuk memperocleh bukti. Dalam hal
ini vyang penting adalah bagaimana mengimplementasikan
rambu-rambu yang ada dalam peraturan menjadi” hak-hak
tersangka vyang - selalu harus dilindungi, dan secara

. . . 23
prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan.

~* Anton Tabah, 1988: Reformasi Kepolisian, CV Sahabat, Klaten, hal 56

= Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hal yang menarik dalam hubungan bekerjanya
hukum (pekerjaan Polisi) 1a bekerja dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan,
berupa kontrol terhadap keleluasaan Polisi untuk melakukan tindakan yang menjurus
kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan.
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Itulah sebabnya dalam menjalankan perannya sebagai
salah satu tiang penegak hukum, polisi lebih dituntut
berprilaku rechtmatigheid, bukan doelmatigheid oriented
yang secara praktis dan ekonomis lebih mudah dilakukan
dan mungkin mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi”.

Kenyataannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai
penegak hukum khususnya dalam proses penyidikan nampaknya
polisi tidak lepas dari penggunaan kekerasan, karena
kekerasan oleh Polisi éering disebut sebagali inti dari
pekerjaan polisi®®, dan sampai saat ini dianggap sebagai
metode yang efektif dalam menyidik®*. Apalagi di dukung
oleh kondisi posisi sesecrang yang akan disidik oleh
polisi, ibarat kucing basah yang tidak berdaya sama
sekali merupakan keadaan yang menguntungkan bagi polisi
untuk melakukan kekerasan {dalam UU Kepolisian NO.28/97,
pasal 18 ayat 1 memberikan wewenang kepada polisi untuk
bertindak menurut penilaiannya- sendiri}, apalagi kalau
hal tersebut didukung pula oleh tuntutan untuk

menyelesaikan proses pemeriksaan tepat waktu, kurangnya

* Kartini Sekartaji, 1993: Ambiyalensi dalam Tugas Polisi. suatu analisis Yuridis Sosiologis,
_Majalah Masalah-masalah Hukum No.6 tahun XXXIII, hal 47.
= Satjipto Rahardjo. Op-cit hal 101.
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biaya dan prasarana penyidikan, maka kekerasan dipakai
sebagal mekanisme jalan pintas.

Kecenderungan untuk lebih mengelar pengakuan
bersalah dari pada kebenaran yang hakiki menyebabkan
polisi Dberusaha dengan berbagal cara untuk mendapat-
kannya, tanpa memperhatikan apakah tersangka sudah
mendapat hak-haknya seperti dibacakannya hak-hak vyang
seharusnya didapatkannya.

Sebagai perbandingan, sebuah kasus tentang
pentingnya seseorang mendapatkan haknya ketika berhadapan
dengan penegak hukum adalah Miranda case di Amerika
Serikat vyang merupakan pelajaran Dbagi aparat penegak
hukum karena kelalaiannya mengucapkan hak tersangka
membawa konsekuensi pembebasan ditingkat Mahkamah Agung®’.

Disisi lain kasus-kasus kekerasan dalam penyidikan
yvang terjadi di Indonesia seperti kasus Kasus kematian
Tjetje Tadjudin dalam tahanan polisi di Bogor, kekerasan
terhadap Andi Prabowo di Jakarta, perlakuan terhadap Iwik

dalam kasus kematian wartawan di Yogyakarta, menunjukkan

6 Adrianus Meliala, Wajar. Kckerasan datam Penvidikan, Harian Republika, 29 Agustus
1993,

> Indriyanto Senoaji, 1997: Penviksaan & HAM dalam perspektif KUHAP, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta hal 33.
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masih rendahnya kualitas penegakan hukum di tanah air?®.
Padahal masealah perlindungan HAM merupakan hal vyang
sangat utama dan terutama, seperti vyang dikatakan Van

Bemmelen®®:

“dalam suatu proses ©perkara pidana seseorang
tersangka/terdakwa akan berhadapan dengan negara
melalui aparatur-aparaturnya sehingga hal ini dapat
digambarkan seakan-akan merupakan pertarungan.
Untuk itu maka garansi HAM harus diperkuat, kalau
tidak maka pertarungan akan timpang sehingga kare-
nanya, sesual dengan sistem hakim yang aktif maka
pertama-tama yang harus ditonjolkan adalah HAM”.

Di dunia Internasional usaha perlindungan hak asasi
manusia terhadap kekerasan yang terjadi dalam penegakan
hukum, sudah dimulai sejak disahkannya Declaration of
Human Right, tahun 1948 yang kemudian dilanjutkan dalam
perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,
yang pada prinsipnya menegaskan "“tidak secrangpun boleh
dikenakan siksaan atau perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi atau penghinaan”.

Adanya komitmen-komitmen tersebut, ternyata tidak

berimbas pada praktek kekerasan dan penganiayaan yang

2 1S.Susanto, Penegakan Mukum di Indonesia. artike! pada harian Suara Merdeka, 5 April
1996.

®Emi Widhayanti, 1988; Hak-hak Tersangka/terdakwa dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta,
hal 27
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terjadi secara menyolok dan meluas, baik didalam dan
diluar proses peradilan pidana seperti vyang disinyalir
oleh Amnesty Internasional jelas sekall sekarang ini
penyiksaan bukan saja digunakan untuk sekedar mendapatkan
pengakuan tersangka tetapi 1lebih merupakan mekanisme
untuk menekan pembangkang politik dan ideologis®.

Melihat praktek-praktek penyiksaan vang masih
berlangsung terus di beberapa negara, tahun 1975 Majelis
Umum PBB, dengan persetujuan bersama menerima Resolusi
3452 (XXX} menerima secara bulat Convention Agains
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment, sebagai upaya untuk memperkuat upaya
menentang praktek-prakiek penyiksaan dan mengesahkan
Konvensi fersebut pada tahun 1984.

Bagi Indonesia, konvensi tersebut mempunyai arti
penting sebagai perwujudan komitmen untuk melindungi hak
asasi manusia, sekaligus komitmen negara yang berdasarkan
atas hukum, sebagai realitas perlindungan HAM dalam

proses peradilan pidana, khususnya dalam penyidikan.

3 Antonio Cassese seperti dikutip oleh Salman Luthan, 1996: Rencana Ratifikasi Konvensi
Anti Penyiksaan dan Proycksi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, termuat dalam buku
Penviksaan Dalam Anarki Kekuasaan, Fak Hukum Ul Yogyakarta, hal 129.
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Thesis ini hendak mengungkapkan penggunaan kekerasan

dalam proses peﬁyidikan, dengan penekanan pada profil

Polisi pasca era mnandiri, disertai . upaya péningkatan

% perlindungan HAM khususnya setelah diratifikasinya

Konvensi Anti Penyiksaan.

B.Perumusan Masalah

Untuk lebih dapat membatasi diri pada pokok materi
yang akan diteliti, beberapa hal yang menjadi fokus

permasalahan dirumuskan sebagal berikut:

1.Bentuk-bentuk kekerasan vyang bagaimana sering
terjadi dalam proses penyidikan?

2.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan
kekerasan dalam proses penyidikan?

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi
rtersangka dari tindakan kekerasan dalam proses

| penyidikan?
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C. Kerangka Teoritis

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep dan
dengan demikian boleh digolcongkan kXepada sesuatu vang
abstrak, yang didalamnya termasuk ide tentang keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian
penegékan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-
ide serta konsep-konsep vang nota bene adalah abstrak.
Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan
~suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan®'.

‘Dalam  kerangka sosiologis, penelitian terhadap
penegakan hukum sangat luas sekali karena mencakup
lembaga-lembaga yang menerapkan {misalnya pengadilan,
kejaksaan dan kepolisian), dan pejabat-pejabat vyang
memegang peranan sebagal pelaksana atau penegak hukum
seperfi hakim, jaksa dan polisi serta segi administratif,
seperti proses peradilan, penyidikan dsb. Sedangkan
apabila hendak dilihat secara konsepsional, arti dan inti
penegakan hukum terletak pada keglatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai vyang terjabar dalam kaidah-kaidah

yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian

3! Satjipto Rahardjo, Op-cit hal 15.
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penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup®2.

Dalam pelaksanaannya, penegakan  hukum selalu
melibatkan manusia di dalamnya, dengan demikian
melibatkan tingkah laku manusia Jjuga, sehingga dalam
penegakan hukum, perhatian utama ditujukan kepada faktor
manusia, berteolak dari  keinginan untuk mengetahui
bagaimana hukum itu ditegakkan.

Rumusan hukum hanya merupakan pegangan, namun yang
lebih penting adalah proses sesungguhnya dalam penegakan
hukum itu, seperti bagaimana hukum dijalankan, persepsi
mengenéi penegakan hukum, faktor yang melatar belakangi
tingkah Iaku apérat penegak hukum, ‘seperti hakim, jaksa
dan Polisi.™

Dikatakan oleh Weber, tingkah laku manusia yang
tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi daril sejumlah

pandangan atau doktrin vyang hidup dikepala manusia

32 Soerjono Soekanto, 1988: Op-cit hal 51

3 Menurut Satjipto Rahardjo, metode ini cenderung uotuk memberikan penjelasan atau
keterangan mengenai bagaimana dan mengapa suatu proses pencgakan hukum itu terjadi
seperli yang kita saksikan. Max Weber menyebutnya sebagai interpretative understanding,
suatu cara memahami persolan terhadap tingkah laku sosial manusia, dengan mmberikan
penjelasan mengenai sebah-sebab atau asal usul dari tingkah laku sosial, bagaimana
perkembangan dan efek yang timbul. Metode ini sinonim dengan melode sosiologis,
karena proses penegakan hukum dikaitkan dengan tingkah laku manusia sebagai pelaku,
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pelakunya.34 Jadi ada sejumlah pengertian, batasan-
batasan, atau kompleksitas makna yang hidup dikepala
manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada
tingkah laku yang terekspresi secara eksplisit. Oleh
karena itu realitas bersifat subyektif interpretif.™
Soerjono Soekanto melihat penegakan hukum merupakan
pasangan-pasangan nilai-nilail yang harus diserasikan
dalam wujud yang lebih konkrit, yang kemudian menjadi
pedoman bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap
pantas, atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti
pelaksanaan perundaﬁg—undangan, walaupun kecenderungannya
adalah demikian, sechingga pengertian law enforcement
begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah
pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mempengaruhinya%.
Faktor-faktor tersebut meliputi:

1 Faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini TU)

3 Dikutip dari buku Sanapiah Faisal, 1990, Metode Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar dan
Aplikasi, YA3, Malang hal. 15.

35 Sanapiah Faisal, [bid.

36 Soerjono Soekanto, 1993: Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarla, hal 5
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2 .Faktor penegak hukum, vyaitu pihak yang membentuk

atan menerapkan hukum.

3.Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

4 .Faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.

5.Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan

rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyail
kedudukan (status) dan peranan {role). Kedudukan (sosial)
merupakan posisi tertentu didalarn struktur
kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja
atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan
wadah, vyang isinya adalah hak dan kehajiban tertentu,
sesuatu yang disebut peranan atau role.

Suatu peranan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1l.Peranan yang ideal (ideal role)
2 .Peranan yang seharusnya (expeted role)
3.Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
{perceivedrole)
4 .Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Sedrang penegak hukum, sebagaimana halnya warga

masyarakat, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan

peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil antara
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berbagai  kedudukan dan peranan menimbulkan konflik
(status conflict dan conflict of role). Kemungkinan lain
vang terjadi adalah kesenjangan peranan antara Dperanan
yang seharusnya, dengan peranan vang sebenarnya..
Sementara itu seorang Anthropolog Radecliffe Brown®’
menyatakan:
“Law 1s the maintenance or establishment of social
order, within a ‘territorial frame work by the

exercise of coercive authorithy throught the use or
the posibility of use, of physical force”.

Dari pandangan Brown tersebut nampak ketertiban
sosial merupakan tujuan hukum yvang bersisi paksaan secara
fisik (sanksi) sebagai faktcer utamanya. Namun dalam
perspektif sosiolcecgls, hukum sebenarnya bukan semata-
mata pedoman untuk Dbertindak, namun sekaligus pula
sebagal proses sosial.

Hukum terdiri dari behaviors, situation, dan
condition untuk membuat, melakukan interpretasi, dan
menerapkan aturan-aturan hukum. Suatu tujuan yang telah
ditetapkan harus diimplementasikan; tanpa langkah
demikian, hukum menijadi tidak bermakna karena hukum dalam

konkritisasi wujudnya sebagai peraturan perundang-
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undangan, didalamnya terkandung suatu rencana tindakan
yang harus dilaksanakan, agar hukum dapat berfungsi
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuatnya®®. Dalam hal
ini maka peranén organisasi menjadi penting sebagai salah
satu langkah konkretisasi tujuan hukum.’®

Untuk mewujudkan hukum sebagai ilde-ide itu, dibutuh-~
kan suatu organisasi yang cukup kompleks. Dalam hal ini
negara membentuk badan-badan untuk kepentingan tersebut
seperti: Pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan Lembaga
Eksekusi serta badan perundang-undangan. Badan tersebut
walaupun tampak berdiri sendiri namun pada hakekatnya
melaksanakan tugas yang sama yaliu menegakkan hukum,

Menpurut Chambliss é Seidman serta Weber salah satu
cliri penegakan hukum dalam masyarakat moderg yang
dianggap menonicl adalah sifat birokratisnya'. Bagi
Weber, birokrasi ini merupakan salah satu unsur
masyarakat vang dikelola secara rasional, yang menjurus

kepada diferensiasi dan spesialisasi fungsi-fungsi

3 Seperti dikutip olch Bambang Sunggono, 1994: Hukum dan Kcbijaksanaan Publik. Sinar
Grafika. Jakarta, hal 118.

* Bambang Sunggono, Ibid.

3 Qalah satu ciri dari kehidupan masyarakat vang kompleks adalah, bahwa usaha-usaha serta
kegiatan produktif vang dilakukan disitu dijalankan dalam kerangka organisasi. Organisasi
dapat dijumpai dalam hampir setiap bidang kechidupan, dimana kehidupan semakin
kompleks dan membutuhkan penanganan bersama (Satjipto Rabardjo, Op-cit hal 16).
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penegak hukum. Setiap lingkup pekerjaan yang tersusun
didalam organisasi bekerja sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan, untuk menentukan hubungan satu organisasi
dengan lainnya. Haiuan - haluan dijalankan atas dasar
aturan vyang dirumuskan dengan sengaja. Kepolisian
misalnya, berwewenang  menangani pelanggaran  hukum,
kejaksaan disusun untuk memper-siapkan pemeriksaan di
muka pengadilan.®
Pola penegakan hukum birokratis pada akhirnya

merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan
untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat
rasional maksimal. Namun disisi lain keberadaan birokrasi
ini, dianggap merupakan alat kekuasaan yang utama bagi
mereka yang mengendalikan aparat birokrasi®®.

Birokrasi sebagai organisasi, terlekat didalamnya
unsur-unsur sebagai berikut:

1.0rganisasi mempunyai tujuan;

2.0rganisasi mempunyail struktur;

3.0rganisasi mempunyal sumber keuangan;

* Seperti dikutip Satjipto Rahardjo. Ibid hal 45.

*ISaljipto Rahardjo, Op-cit hal 45. Bandingkan dengan Soerjono Sockanto, 1988: Pendekatan
Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, hal. 13

2 Peter Blau & Marshal W Meyer, Qp:cit hal 16.




27

4.0rganisasi mempunyai cara yang memberikan kecakapan
bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja mencapai
ftujuan.
5.Didalam organisasi terdapat proses infteraksi
hubungan kerja antara orang-orang vyvang bekerja sama
mencapal tujuan bersama;
6.0rganisasi mempunyal pola kebudayaan sebagai dasar
cara hidupnya;
7.0rganisasi mempunyal hasil yang diinginkannyé.
Hukum dalam kailtannya dengan birokrasi, merupakan
aspek vyang fundamental dalam mekanisme bifokrasi, paling
tidak sebagai dasar hukum, vyang tidak hanya memberikan
dan merumuskan landasan hukum tentang batas tugas, fungsi
dan kekuasaan serta wewenang, namun dimasudkan pula agar
pelaksanaan fungsi badan-badan dapat dipertanggung
Jjawabkan secara hukun serta untuk menghindari
kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam pelaksanaanya birokrasi penegak hukum
- merupakan titik sentral dari bekerjanya hukum dalam
masyarakat, sebagal salah satu implementasi dari tujuan
hukum vang telah ditetapkan. Setiap sistem  hukum

mempengaruhi mendorong atau memaksakan agar suatu
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kegiatan dilakukan lembaga pembuat peraturan dan lembaga
kekuasan negafa.

Lembaga penegakan hukum yang harus menjalankan tugas
dan  pekerjaannya ditengah masyarakat, tidak dapat
mengabalkan peranan dari lingkungan tersebut.

Pertama karena ia mendapatkan serta menggali sumber
dayanya dari lingkungannya;

Kedua lembaga tidak dapat melaksanakan tugasnya
secara membuta tuli begitu saja, namun ia dituntut untuk
membuat  perhitungan realistis secara timbal balik
memberikan -perhatian terhadap efisiensi lembaga. Dalam
hal iﬁi terjalin hubungan timbal balik antara penegak
hukum dengan lihgkungan serta masyarakat.

Dalam kaitan ini, Chambkliss dan Seidman’”
mengembangkan satu model yang menggambarkan pengaruh
lingkungan +terhadap penegak hukum vyang tidak dapat
ditinggalkan.

Tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan dalam
masyarakat, kemudién oleh kekuasaan negara diselenggara-

kan dengan mempergunakan hukum sebagal sarana untuk

* William J.Cambliss & Robert B Seidman, 1971; Law. Order and Power, Reading, Mass,:
Addison- Westley hal 12,
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mendoronyg atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang

diinginkan pemegang peran, seperti yang digambarkan dalam

ragaan berikut:

Umpan
Balik

Kekuatan kekuatan
Sosial dan Personal

v

Lembaga
Pembuat an
Peraturan balik
Lembaga Kegiatan
Penerap
Sanksi <4
Penerapan
sanksi

!

Kekuatan-kekuatan
Sosial dan Personal

Kekuatan—-kekuatan
Sosial dan Personal

Dari pemikiran vyang demikian, dapat dikembangkan

beberapa preposisi sebagai berikut':

* Satjipto Rahardjo, 1995: Manfaat Tclaah Sosial Terhadap Hukum, Pidato Pengukuhan
Guru Besar Tetap, Dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak.Hukum UNDIP,
Badan Penerbit UNDIP Semarang, hal.46. Bandingkan dengan Ronny Hanityo Soemitro,

1994: Permasalahan

Hukum Dalam Masvarakat, Alumni, Bandung, hal 9-10) vang

mengajukan preposisi terhadap model Chambliss & Seidman scbagai berikut:

1.Setiap orang dalam masyarakat memegang peranan tertenfu.

2.Setiap pemegang peran termasuk mereka vang memegang peran sebagal anggola lembaga
pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan karcna
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1. Setiap peraturan menunjukkan bagaimana seorang
pemegang peran itu diharapkan bertindak. |

2. Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak
sebagal tanggapannya terhadap kaidah hukumnya
merupakan fungsi dari peraturannya sendiri,
sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga
pelaksananya serta seluruh kompleks kekuatan
kekuatan sosial, ©politik dan lain-lain vang
bekerja atas pemegang peran itu.

3. Bagaimana lambaga-lemabaga pelaksana itu akan
bertindak sehagai tanggapannya terhadap kaidah
hukumnya merupakan fungsi peraturan itu sendiri,

sanksi-sanksinya serta seluruh kompleks kekuatan-—

kekuatan sosial, politik dan lain-iain yang
bekerja atas diri para pemegang peran
(pelaksana) .

4. Bagaimana pembuat hukum akan bertindak merupakan
fungsi dari peraturan yang mengatur tingkah
lakunya, sanksi-sanksinya, seluruh kompleks
kekuatan—-kekuatan sosial, politik, ideclogis dan
lain-lain vang bekerja atas diri mereka serta
umpan balik yang datang darli pemegang peran dan

birokrasi.

fungsinva sebagai pemegang peran dan karcna adanva kegiatan penerapan sanksi, tetapi
juga oleh karena adanya faktor sosial dan personal lainnva.

3.Proses itu harus ditkuti secara terus menerus agar dapat memberikan umpan balik yang
sebaik-baiknya untuk meningkatkan efektivitas pengaturan itu.
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Penelitian ini mengkaji bekerjanya hukum dari
dimensi pemegang peran, dalam hal ini adalah Polisi
sebagal penegak hukum, .khususnya vang diserahi tugés
penyidikan. Dalam konteks organisasi ini selanjutnya akan
menitikberatkan pada orang, tingkah laku, fasilitas serta

kultur suatu organisasi®®.

D.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bentuk- bentuk kekerasan yang digunakan
oleh polisi dalam proses penyidikan.

2. Untuk mengkajili faktor-faktor yang mempengaruhi Polisi
melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan.

3. Untuk mengetahuli usaha-usaha vyang dilakukan untuk
melindungi HAM terhadap penggunaan kekerasan dalam

proses peyidikan.

E.Kontribusi Penelitian
Secara teoritis hasil @penelitian ini diharapkan
bermanfaat untuk mexmberikan masukan menyusun berbagail

kebijakan dalam taraf formulasi seperti pembaharuan hukum

* Sayjipto Rahardjo, 1980: Hukum dan Masvarakal, Ahnuni. Bandung, hal.13
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Acara Pidana khususnya berkaitan dengan tugas penyidikan
dan penegakan hak-hak tersangka vyang mengarah pada
perlindungan HAM dengan memperhatikan berbagai dokumen
Internasional Xhususnya Konvensi Anti Penyiksaan, dan
dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM.
Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan
gambaran tentang prilaku Polisi sebagali aparat penegak
hukum yang dalam tugas penyidikan menggunakan kekerasan,
yang pada aknirnya merupakan salah satu fakter

menyebabkan buruknya citra penegakan hukum.

F. Metodologi Penelitian
1.Metode Pendekatan

Metode pendekatan vyang digunakan dalam penelitian
ini bersifat vyuridis sosiologis®® atau Sosio-legal

approach. Penggunaan metode ini dirasakan tepat karena

* Penelitian vuridis sosiologis merupakan proses vang terdiri dari suatu rangkaian langkah-
langkah yang dilakukan secara ferencana, sistematis untuk memperolch pemecahan
permasalahan atan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-perlanyaan lertentu. Langkah-
langkah tersebut satu sama lain harus sesuai dan saling mendukung agar supaya penclitian
yang dialkukan mempunvai nilai ilmiah dan menghasilkan kesimpulan vang tidak
meragukan. Langkah-langkah dasar dalam penelitian ini dibangun dengan dalil deducto-
hypothetico-verifikative atau logico hypothetico-empiris. (Ronny Hanityo Soemitro, 1999:
Metodologi Penelitian Hukum, makalah disampaikan dalam Pelatihan Mctodologi Iimu
Sosial, UNDIP, Semarang, 14-15 Meci, hal 20.
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permasalahan vang diteliti berkaitan erat dengan
realitas sosial dan tingkah laku nyata

manusia.  Penelitian ini  mencoba @ menelusuri secara
mendalam (in depth) dan nvata sebuah fenomena penerapan
hukum pidana dari konteks sosial®’.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengungkap
sesuatu vyang berkaitan erat dengan sifat wunik dari
realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia'®, dalam
hakekat manusia sebagai mahluk psikis,‘ sosial dan budava,
sehingga mempercleh gambaran tentang kecenderungan

penggunaan kekerasan dalam penyidikan, sekaligus untuk

“7 Ronny Hanityo Socmitro, 1990: Metode Penclitian Hukum _dan Yurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hal 10. Lihat Barda Bawawi Anef, 1995: Penclitian Hukum Normatif
(suatu upava Reoricntasi Pemahaman), makalah pada Penataran Metodologi Penelitian
Hukum di UNSOED, Purwokerto, hal 4; Lihat juga: Sunaryati Hartono, 1994: Penelitian
Hukum di Indonesia pada_akhir abad ke 20, Alumni, Bandung, 164-163. Lihat juga
Bambang Waluyo, 1991: Penelitian Hukum dalam Praktck, Sinar Grafika, Jakarta, hal.16.

* Tingkah taku atau prilaku adalah suatu pebuatan atau tindakan baik yang tersurat maupun
tersirat untuk memperlakukan obyek tertentn, baik dalam bentuk kata-kata, maupun tanda-
tanda non verbal seperti gerakan badan, raut muka dsb (Maufur, 1993: Kepedulian Orang
Tua terhadap Pelaksanaan Pendidikan dalam Keluarga untuk Membina Prilaku Anak,
Thesis, PPS IKIP Bandung, hal 12.) Menurut D Krech ct.al. (Individual in Society: A Text
book of Social Psychology, McGraw-Hill Intemational Book Company, Tokyvo, 1982)
prilaku adalzh scmua aktivitas yang mendorong individu untuk mencapat tujuan tertentu.
Semua aktivitas vang dimasud adalah segala sesuatu yang ditanggapi, yang dipikirkan,
vang dirasakan, mengaktifkan kebiasaan lama dan menghasilkan kebiasaan baru untuk
mencapai tujuan. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan dengan singkat bahwa prilaku
adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk mercalisasikan keinginan (Sosiologt
Suatu Pengantar. Cv.Rajawali, Jakarta, 1982 hal 180).
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melihat kondisi-kondisi yang mempengaruhi tindakan
kekerasan yang dilakukan serta upaya-upaya yang dilakukan
untuk menuju proses penyidikan yang lebih professional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif, dengan pertimbangan: Pertama, menyesuaikan

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara
langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden;
ketiga, metode ini iebih peka dan lebih  dapat
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh
bersamé dan terhadap pola-pola nilai vyang dihadapi®’.
Seléin ;itu métode kualitatif digunakan untuk memahami
makna-makna sosial yandg mendasari tingkah laku
partisipan, mendeskri